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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANATAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR &% TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN TABALONG

i DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABALONG,

e —

Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana
khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin
agar terbentuk karakter anti tindak pidana korupsi;

b. bahwa upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dilaksanakan pada Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar di
Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8
Daerah Tingkat II Tanah
Daerah Tingkat II ]
Undang Nomor 27
Undang Darurat
Daerah Tingkat II D
Indonesia Tahun >
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2. Undang-Undang
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Korupsi, Kolusi d
Indonesia Tahun |
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Und




10.

i3,

Undang-Undang Nomor 20 Tah

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301); ;

Undang-Undang Nomor
Dosen (Lembaran Negar

Nomor 157, Tambahan
Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

un 2003 tentang Sistem

14 Tahun 2005 tentang Guru dan
a Republik Indonesia Tahun 2005
Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

tentang
publik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhi dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5670);

Peraturan Pemerintah Nomo 55 Tahun 2007 tentang

Tambahan Lembaran
4769);

Peraturan Pemerin
Belajar (Lembaran
Nomor 90, Tamba
Nomor 4863);

Peraturan Pem
Pendanaan Pe
Indonesia Tahun
Negara Republik



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

3T,
18.

19,

: PERATURAN
PENDIDIKAN
JENJANG P

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 quor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 971), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada
Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah (Berita Negara Repu i (
Nomor 1692);

Peraturan Daerah Kabu
2009 tentang Sistem F
Kabupaten Tabalong (Lemb:
Tahun 2009 Nomor

Kabupaten Tabalong No

Peraturan Daerah Kabu
2016 tentang Pemben
(Lembaran Daerah Kabu;
05, Tambahan Lemb
Nomor 02);

Peraturan Bupati Taba
Kedudukan, Susunan
Tata Kerja Dinas -
Daerah Kabupaten

K Indonesila lahu




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

& 9

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah adalah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.

Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan
pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan
pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan
pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain,
yakni domain pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi), dan
keterampilan (psikomotorik).

Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada
jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan.
Guru adalah guru pada Satuan Pendidikan Jenj

Peserta didik adalah peserta didik
Pendidikan Dasar. ‘

Forum Komunikasi Guru (FKG)
Pendidikan Anak Usia Dini.

Kelompok Kerja Guru (KKG) adals
Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran ‘
Pelajaran pada Sekolah Menengah Per

Intrakurikuler adalah kegiatan pen
belajar dalam kurikulum sesuai der
undangan.

Kokurikuler adalah kegiatan
pendalaman dan/atau pengayaan
Ekstrakurikuler adalah "

perluasan potensi, bakat
kemandirian peserta c







C.

Tanggung Jawab Pelaksana Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a adalah :
B

b.

C.

Pasal 8

Tanggung jawab Pelaksana Pendidikan Antikorupsi sebagaimana kst
dalam Pasal 6 huruf b adalah: - " A
a. mensosialisasikan Pendidikan Antikorupsi ke rga se elalu

Program Polisi Masuk Sekolah dan Jaksa M
b. membangun budaya kehidupan s

penghargaan dan sanksi pada seluruh w:
c. mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi
d. menunjukkan perilaku antikorupsi dalam

Tanggung jawab Pelaksana Pendidikan

didalam Pasal 6 huruf ¢ adalah:

a. menyusun program pendidikan an
intrakurikuler, Kokurikuler, dan ekst:

b. mengembangkan strategi internalisasi

c. mengembangkan bahan ajar p
dengan mata pelajaran yang d

d. mengembangkan model pemt
dengan korupsi; )

e. mengintegrasikan pend

6

Guru da Satuan Pendidikan Jenjang Pendidik'an Dasar dalam mata
pelaiarfna wajib pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan
Kewarganegaraan atau Mata pelajaran lain yang dapat dikaitkan dengan
Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 7

menyelenggarakan Workshop pendidikan antikorupsi bagi para kepala
sekolah dan guru; ! i
memperbanyak buku panduan dan modul pendidikan antikorupsi; dan
membina pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ke dalam mata pelajaran
melalui FKG, KKG atau MGMP; -

menganalisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran yang relevan dengan
tindakan antikorupsi yang akan menjadi bahan ajar; .
menyusun indikator untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan
dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu,
paham, sadar, bisa, mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa
mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat tentang tindakan
antikorupsi;

memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam
kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan
pengalaman belajar; dan

menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan
dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran,
mengukur ketercapaian.

dan masyarakat.

Paéal 9 7:

Siswa Intra Sekolah (OS













